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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa
Jabatan Tahun Anggaran 2011 - 2016.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran merupakan  bentuk
tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa selama satu tahun
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata
Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagai bahan evaluasi

untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak
yang telah membantu kami dalam menyelenggarankan Pemerintahan Desa selama satu tahun, semoga

amal baiknya dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan

bimbingan dari Camat Sumberrejo dan Bupati Bojonegoro.

Demikian, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Prayungan dan semua pihak
yang berkepentingan.
Wassalamu’alikum Wr. Wb

Prayungan, 21 Oktober 2016
Kepala Desa Prayungan

Drs. H. IMAM ROFT’L.




PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO

DESA PRAYUNGAN
JI. Diponegoro No, 236 Telp. 0353-331266

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2011 - 2016

BAB. I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bahwa dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Tahun Anggaran
2011 - 2016 maka Kepala Desa mempuny

ai kewajiban

1 Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa
Jabatan Kepala Desa kepada Bupati, yang disampaikan kepada Bupati
melalui camat

2. Menyampaikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dimaksud pada nomor 1 kepada masyarakat sebagaimana berupa
selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau
diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa

atau media lainnya.

Dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Kepala Desa sebagai
penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang dan kewajiban
menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan
Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan
lainnya yang menjadi kewenangan Desa mencakup:
a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
Desa.
b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang
diserahkan pengaturannya kepada Desa.

c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.



DASAR HUKUM.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Desa Akhir Tahun Anggaran 2016

disusun dengan berdasarkan pada :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

f.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004 Nomor 6);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 1);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
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2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabpaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor
1

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
Peraturan Desa Prayungan Nomor tentang 01 Tahun 2012 Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Desa Prayungan Nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJMDesa
Peraturan Desa Prayungan Nomor 011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2015;

Peraturan Desa Prayungan Nomor 04 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016;

B. GAMBARAN UMUM DESA
1. Kondisi Geografis.
1.1 Luas Wilayah Desa : 230,6 hektar.
1.2 Penggunaan Lahan untuk



1.3
14

1.5

a. Sawah

b. Tegalan

c. Kolam

d. Pemukiman / Rumah

e. Bangunan Umum

f. Jalan

g. Makam

h. Sungai, dll

Ketinggian Wilayah Desa dari permukaan laut
Suhu udara maksimum

Curah hujan

129  hektar.
20  hektar.
0,4 hektar.
50,6 hektar.
9,9 hektar.
12,5 hektar.
3,5 hektar.
5,7 hektar.
14  m/dpl
37 derajatC

1794,3 ml/tahun

1.6 Jarak tempuh dari Kantor Desa ke
a. Ibu Kota Kecamatan 3  km.
b. Ibu Kota Kabupaten 18 km.
c. Ibu Kota Propinsi 91  km.
1.7 Jumlah Dusun
a. Dusun Prayungan, terdiri dari 2 RW, 11 RT.
b. Dusun Medalem Timur, terdiri dari 1RW, 4 RT.
c. Dusun Medalem Barat, terdiri dari 1 RW, 2 RT.
1.8 Batas Wilayah Desa
a. Sebelah Utara . Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor.
b. Sebelah Timur . Ds. Sroyo, Kec. Kanor. Ds. Mejuwet, Sumberrejo.
c. Sebelah Selatan  : Ds. Margoagung, Ds. Jatigede, Kec, Sumberrejo.
d. Sebelah Barat : Ds. Talun. Kec. Sumbeerejo, Ds. Samberan, Kanor.
Gambaran Umum Demografis.
Tabel 1.
NO URAIAN JUMLAH | KETERANGAN
1. | Kependudukan
a. Jumlah penduduk (jiwa) 2.689
b. Jumlah KK 775
c¢. Jumlah Laki-laki 1.324
- Usia 0 — 15 tahun 281
- Usia 16 — 55 tahun 568
- Usia diatas 55 475
d. Jumlah Perempuan 1.265
- Usia 0 — 15 tahun 295
- Usia 16 — 55 tahun 573
- Usia diatas 55 tahun 397




Kesejahteraan Sosial

a. Jumlah KK Pra-sejahtera 296
b. Jumlah KK Sejahtera | 103
c. Jumlah KK Sejahtera 1l 101
d. Jumlah KK Sejahtera I11 168
e. Jumlah KK Sejahtera Il1 Plus 87
Tingkat Pendidikan

a. Tidak Tamat SD 294 | 181 belum sekolah
b. SD 954
c. SLTP 624
d. SLTA 471
e. Diploma / Sarjana 165
Mata Pencaharian

a. Buruh Tani 92
b. Petani 281
c. Peternak 41
d. Pedagang 64
e. Tukang Kayu 8
f. Tukang Batu 14
g. Penjahit 4
h. PNS 76
I. Pensiunan 19
j. TNI/POLRI 7
k. Perangkat Desa 12
I. Pengrajin 3
m. Industri Kecil 9
n. Pengangguran 37
0. Lain-lain 156
Agama

a. Islam 2.682
b. Kristen 4
c. Protestan 1
d. Katolik 2
e. Hindu -

f. Budha




Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

a. Kependudukan

Jumlah Penduduk Usia Anak-anak = 22,66 %
Jumlah Penduduk Usia Produktif = 43,67 %
Jumlah Penduduk Usia Lanjut = 3357 %

b. Kesejahteraan
Dari jumlah KK yang ada, maka Jumlah KK Pra-Sejahtera = 39,20 %, KK
Sejahtera Il = 13,36 %, KK Sejahtera 11l = 22,29 % dan KK Sejahtera Il Plus
= 11,52 %. Prosentase dan angka KK Pra-Sejahtera menunjukkan angka yang
lebih tinggi dari pada level KK Sejahtera lainnya. Akan tetapi apabila
dibandingkan dengan angka komulatif KK Sejahtera | s/d Sejahtera 111 Plus,
maka KK Pra-Sejahtera cenderung menurun dan disimpulkan bahwa

penduduk Desa Prayungan relatif sudah cukup sejahtera adanya.

c. Pendidikan Formal

- Belum Sekolah = 785 %
- Tidak Tamat SD = 532 %
- Tamat SD = 36,59 %
- Tamat SLTP = 2432 %
- Tamat SLTA = 18,64 %
- Diploma / Sarjana = 728%

d. Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Prayungan adalah petani dan
buruh tani. Presentase penduduk dalam mata pencaharian tani dan buruh tani
mencapai angka tertinggi dibanding dengan jenis mata pencaharian yang
lainnya.  Hal ini disebabkan bahwa secara turun temurun mata pencaharian
penduduk &dalah “bercocok tanam™ atau sebagai petani dan buruh tani.
Disamping itu hal yang paling mendasar adalah tersedianya lahan pertanian
yang cukup luas, hampir separoh bumi desa Prayungan berupa lahan

pertanian yang cukup subur dan cukup menjanjikan hasil pertaniannya.

e. Agama
Mayoritas penduduk beragama Islam, walaupun ada yang beragama lain, hal
ini disebabkan oleh perpindahan penduduk dari tempat lain yang masuk di
Desa Prayungan. Kendati berbeda agama atau lain kepercayaan akan tetapi
masyarakat dapat saling hidup berdampingan, saling menghormati dan

menaruh toleransi beragama yang tinggi terhadap lain pemeluk.



3. Kondisi Ekonomi.

Tabel 2.

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1.. | APBDes Tahun Anggaran 2011 | Rp. 660.269.000,-

2. | APBDes Tahun Anggaran 2012 | Rp. 466.801.200,-

3. | APBDes Tahun Anggaran 2013 | Rp. 759.828.000,-

4. | APBDes Tahun Anggaran 2014 | Rp. 747.650.000,-

5. | APBDes Tahun Anggaran 2015 | Rp. 1.412.363.740,-

6. | APBDes Tahun Anggaran 2016 | Rp. 1.895.036.735,-

Berdasarkan Tabel 2 tersebut diatas dapat dilihat secara global bahwa kondisi
ekonomi Desa Prayungan mengalami perkembangan dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2016 secara akumulasi, melainkan dapat berkembang juga melalui
usaha-usaha yang dilaksanakan secara individu dan terpadu dengan badan atau

instansi yang menjadi mitra kerja.

BAB Il RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

1.1 Visi Desa
“Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Rukun, Adil, Berdaya saing
menuju Prayungan yang Bahagia, Sejahtera dan Berkelanjutan”
1.2 Nilai nilai yang melandasi
1.2.1 Selama bertahun-tahun Desa Prayungan menjadi “ Desa tertinggal
Sebuah sebutan yang tidak membanggakan padahal sumberdaya yang ada
cukup memadai, hanya saja penanganaya kurang maksimal.
1.2.2 Letak desa yang berada diirigasi tekhnis dari suplai BM 5 dan BM 6 waduk
pacal sangat menguntungkan untuk bidang pertanian.
1.2.3 Sebagian warga memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya
hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

1.3.Makna yang terkandung

1.3.1| Terwujudnya Mampu menciptakan kondisi masyarakat Desa

Prayungan yang mandiri

Semua warga Desa Prayungan tanpa terkecuali dan
1.3.2| Masyarakat tidak memandang dari sisi kepentingan apapun,

semua warga Desa Prayungan harus dilayani

Masyarakat Desa Prayungan diharapkan mampu
133 Produktif menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan

memberi hasil secara terus menerus




1.3.4

Rukun

Terciptanya kondisi masyarakat Desa Prayungan
yang aman, damai, tidak terjadi pertengkaran dan
terjalin kekeluargaan sehingga mampu menciptakan

kondisi masyarakat yang kondusif.

1.3.5

Adil

Suatu kondisi yang menggambarkan keadaan yang
berpihak kepada yang benar, sehingga dalam
masyarakat tidak ada tindakan kesewenang-

wenangan.

1.3.6

Berdaya saing

Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa
yang memenuhi pengujian sehingga dapat
memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan
berkelanjutan  untuk  meningkatkan ekonomi
masyarakat lokal sehingga mampu meningkatkan

standart hidup masyarakat Desa Prayungan.

Keadaan atau perasaan senang dan tenteram untuk

menciptakan suasana hidup masyarakat Desa

1.3.7 Bahagia

Prayungan lahir dan bathin.

Keadaan yang baik, kondisi masyarakat dimana
13.8 Sejahtera orang-orangnya dalam keadaan makmur , sehat dan

damai.

Mewujudkan masyarakat yang berkualitas sehingga
1.3.9 | Berkelanjutan | Paham dan mampu bagaimana mencari jalan untuk

memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa

menghabiskan modal alam.

2.1. Misi desa

1. Menanamkan Pemahaman dan Kesadaran pada masyarakat untuk selalu

Berkontribusi positif pada lingkungan.

. Meningkatkan SDM dan pendidikan melalui formal dan informal

. Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik

. Selalau meningkatkan kinerja

. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli Desa

2
3
4. Selalu berusaha memuaskan layanan masyarakat
5
6
7

. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan kebijakan

yang transparan dan akuntabel.

10

8.Memberikan kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan untuk membuat

progam, melaksanakan program pengawasan dan mengevaluasi program

9.Mengembangkan penguatan kelembagaan petani

pemasaran produksi pertanian

dan mengembangkan akses
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10.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenal, menganalisis sekaligus

mencari

pemecahan terhadap maslah-masalah prioritas pembangunan Desa,

terutama dibidang fisik prasarana, ekonomi dan social budaya.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Program Pembangunan Desa diawali dengan musyawarah desa (Musdes) yang dihadiri
oleh Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat dalam rangka menggali gagasan.
Melalui Musdes kemudian dapat diketahui permasalahan yang ada di desa termasuk
mengenai peningkatan kegiatan pembangunan desa yang diperlukan oleh seluruh

lapisan masyarakat.

Sebagai wakil masyarakat, BPD diharuskan berperan aktif dalam keikut sertaan
menjalankan Pemerintahan Desa. Antara lain bersama  Pemerintah Desa, BPD
merumuskan Program Pembangunan Desa, menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa serta menyusun kerangka pembangunan baik pisik maupun non-pisik

yang bersifat mendesak dan dapat dilakukan dengan skala prioritas.

C. PRIORITAS DESA
Apabila dilihat dari Daftar Masalah dan Potensi dari Potret Desa maupun Kalender
Musim yang merupakan tampungan aspirasi dari masyarakat, maka terdapat banyak
sekali hal yang harus diprioritaskan. Akan tetapi pelaksanannya terkendala pada sumber
biaya yang ada. Adapun pelaksanaan yang diprioritaskan tecantum dalam tabel sebagai
berikut :
Tabel 3.

NO | TAHUN PRIORITAS PEMBANGUNAN PISIK VOLUME Rp. KETERANGAN

1. 2011 | Pavingisasi jin Desa Rt. 03,04,05 Rw. 01 | 300 x 3 m 6.515.000 | Terealisasi

2. 2011 | Pavingisasi Gang Rt.06.Rw.02 90x3m 3.600.000 | Terealisasi

3. 2011 | Dana Paving sharing jIn. Poros Desa 260x3.5 17.190.000 | Terealisasi

4. 2011 | Pavingisasi jin Desa Rt. 02 Rw. 02 400 x 3.5m | 165.000.000 | Terealisasi

5. 2011 | Pavingisasi gang Rt. 02 Rw.03 240x1.5m | 17.500.000 | Terealisasi

6. 2011 | Pavingisasi gang Rt. 04 Rw.03 75x25m | 17.065.000 | Terealisasi

7. 2011 | Gorng-gorong jl Desa Rt.02 Rw.04 3x1,5m 3.500.000 | Terealisasi

8. 2011 | Pembangunan Gedung TK Prayungan 7x15m | 115.500.000 | Terealisasi

9. 2011 | Perawatan Gedung dan Kebersihan - 1.000.000 | Terealisasi

10. | 2012 | Rehab Jembatan Rt.02 Rw.03 5,50x3,25 m 14.563.800 | Terealisasi

11. | 2012 | Pembangunan Tugu Batas Desa - 2.750.000 | Terealisasi
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12. | 2012 | Goron-gorongJl. Desa Rt.02 Rw.04 5x1,25 5.000.000 | Terealisasi
13. | 2012 | Rehab jl. Poros Desa ( Pedel ) 3x1750 m 5.000.000 | Terealisasi
Panvingisasi JI. Diponegoro Rt.03 97x3,4 m
14 | 2012 | Rw.02 7.326.000 | Terealisasi
15 | 2012 | Pavingisasi Gg mawar Rt.02,03 Rw.02 100x3,3 m 7.453.000 | Terealisasi
16 | 2012 | Pavingisasi Gg Rt.02,03 Rw. 01 124x2,95m 29.181.000 | Terealisasi
17 | 2012 | Pavingisasi Gg Rt.03,05 Rw.01 97 x3m 27.500.000 | Terealisasi
18 | 2012 | Pengerasan jl Krapyak 120x3 m 11.719.540 | Terealisasi
19 | 2012 | Rehab Garasi Kantor Desa - 2.500.000 | Terealisasi
20 | 2012 | Perbaikan Gudang Kantor - 5.000.000 | Terealisasi
21 | 2012 | Perawatan Gedung dan Kebersihan - 1.000.000 | Terealisasi
22 | 2013 | Perbaikan Kantor Desa 12x6 30.000.000 | Terealisasi
23 | 2013 | Perawatan Gedung dan Kebersihan - 1.000.000 | Terealisasi
24 | 2013 | Rehab gorong? ndayohan jl. makam 3x1.5 5.000.000 | Terealisasi
25 | 2013 | TPT jln makam ndayohan 161 m 21.800.000 | Terealisasi
26 | 2013 | Dana Sharing Paving jin poros 5x34m | 40.000.000 | Terealisasi
27 | 2013 | Rehab jembatan jl. Poros RT. 02 Rw.04 | 6x4.5m | 25.000.000 | Terealisasi
Rehab jembatan Lingkungan Rt.02 9x3m
28 | 2013 | Rw.04 15.000.000 | Terealisasi
29 | 2013 | TPT jalan makam Medalem timur 1M1x03cem 1 15,000.000 | Terealisasi
30 | 2013 | Rehab Jembatan Rt.06 Rw.02 4x4m 15.000.000 | Terealisasi
31 | 2013 | Beremjl. Diponegoro 300 m 5.000.000 | Terealisasi
32 | 2013 | Pembersihan kali apur Medalem Barat 550 m 1.500.000 | Terealisasi
33 | 2013 | TPT dan pengerasan jl. Rt.01 Rw.03 150x03cm 1 10,000.000 | Terealisasi
34 | 2013 | Rehab Gorong2 Rt.02 Rw.03 3x1,5m 3.500.000 | Terealisasi
35 | 2013 | Perwatan jalan Paving 250 m 2.080.000 | Terealisasi
36 | 2013 | Perawatan/pengurukan Lapangan 35m3 11.500.000 | Terealisasi
37 | 2013 | Pavingisasi Rt. 04 Rw.03 70x2,5m | 13.500.000 | Terealisasi
38 | 2013 | Pembangunan Gapura Desa Prayungan 1 unit 31.500.000 | Terealisasi
39 | 2014 | Perawatan Kantor Desa - 1.000.000 | Terealisasi
40 | 2014 | Dana Sharing Paving jl poros 200x34m 21.000.000 | Terealisasi
41 | 2014 | Rehab Gorong2 Rt. 06 Rw. 02 5x1.5m 7.500.000 | Terealisasi
42 | 2014 | Rehab Gorong2 Rt. 06 Rw. 01 4x125m 4.000.000 | Terealisasi
43 | 2014 | Pavingisasi Gg Rt.01 Rw.03 150x1,5m 25.000.000 | Terealisasi
44 | 2014 | Rehab jembatan Rt.05 Rw.02 45x375m | 20.000.000 | Terealisasi
45 | 2014 | Pengadaan tiang lampu 32 buah 8.000.000 | Terealisasi
46 | 2014 | Perawatan Pving JI. Diponegoro 800 m 9.946.000 | Terealisasi
47 | 2014 | Rehab Jembatan Rt 02 Rw. 04 6x4.7m 12.500.000 | Terealisasi
48 | 2014 | Biaya Pengurukan lapangan 90x70m | 52.380.000 | Terealisasi
49 | 2014 | Rehab Pagar dan papan nama Desa - 30.926.900 | Terealisasi
50 | 2014 | Pembangunan saluran air Rt. 01 Rw. 01 | 85x60cm 11.750.000 | Terealisasi
51 | 2014 | Pembangunan Gorong2 Rt. 02 Rw.04 4x1,5m 3.350.000 | Terealisasi
52 | 2014 | Biaya Berem jalan Prayungan Medalem 2000 m 23.500.000 | Terealisasi
53 | 2015 | Pembangunan sarana prasarana irigasi 381 m 72.000.000 | Terealisasi
54 | 2015 | Pemeliharaan sarana perhubungan 834 m 96.400.000 | Terealisasi
55 | 2015 | Perwatan PJU - 3.500.000 | Terealisasi
56 | 2015 | Perawatan JI Paving 444x34m 65.841.260 | Terealisasi
57 | 2015 | Pembangunan Jembatan 3 Tempat 3 unit 60.000.000 | Terealisasi
58 | 2015 | Pembangunan TPT 359,60 m | 150.000.000 | Terealisasi
59 | 2015 | Pembangunan Pagar keliling Panti PKK - 40.000.000 | Terealisasi
60 | 2016 | Normalisasi saluran air 15.000.000 | Terealisasi
61 | 2016 | Pemadatan jalan makam 10.185.000 | Terealisasi
62 | 2016 | Rehab Kantor Desa 80.000.000 | Terealisasi
Pengadaan tiang PJU / Perawatan
63 | 2016 | Lampu jalan 10.000.000 | Terealisasi
64 | 2016 | Pavingisasi jln lingkungan / makam 158.661.000 | Terealisasi
65 | 2016 | Perawatan jalan Paving 56.000.000 | Terealisasi
66 | 2016 | Pembangunan Jembatan 1 Unit 25.000.000 | Terealisasi
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67 | 2016 | Pembangunan Gorong-gorong 4 Unit 29.730.000 | Terealisasi

68 | 2016 | Pembangunan TPT 158.420.900 | Terealisasi
Pembangunan pagar dn Pengurukan

69 | 2016 | Panti PKK 118.779.600 | Terealisasi

70 | 2016 | Perawatan lapangan bola dan Makam 1.250.000 | Terealisasi

Berdasarkan Tabel 3 tersebut diatas dapat diterangkan shb :

a.

Pengaspalan Jalan Desa dan Jalan Poros Desa bertujuan untuk memperlancar
transportasi yang bersifat lanjutan maupun rehab dibiayai dengan dana bantuan ADD
dan dana PPK, dilaksanakan pada tahun 2005 dan tahun 2006 terealisasi 100 %

Pavingisasi Jalan Desa bertujuan untuk memperlancar transportasi bagi warga
masyarakat antar lingkungan memanfa atkan bantuan dana dari Pemerintah
melalui Program PNPM-MP dilaksanakan pada tahun 2008 dan tahun 2009
terealisasi 100 %.

Pembangunan Gedung TK bersifat baru terletak di Dusun Medalem Barat
Desa Prayungan bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa dibiayai dengan
dana bantuan Pemerintan melalui Program PNPM-MP pada tahun 2008
terealisasi 100%.

Perbaikan tersier dan misri pada lahan pertanian terletak di Dusun Medalem
Timur Desa Prayungan bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pertanian
baik tanaman pangan maupun tanaman komoditi lainnya dibiayai dengan
dana Pendapatan Asli Desa dilaksanakan pada tahun 2007 terealisasi 100 %
Rehabilitasi / Perbaikan Gedung TK Dharma Wanita terletak di Dusun
Prayungan Desa Prayungan yang direncanakn pada tahun 2009 tidak dapat
terealisasi dikarenakan alokasi dana untuk merehabilitasi bangunan tersebut
tidak mencukupi.

Pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang termasuk program
prioritas yang direncanakan pada tahun anggaran 2008 dengan sangat
terpaksa belum dapat terealisasi dikarenakan dana yang dialokasikan pada
pembangunan SPAL tersebut tidak mencukupi.

Penguatan Usaha Ekonomi Desa adalah merupakan program pembangunan
non-pisik yang sangat diprioritaskan pada tiap-tiap tahun anggaran bertujuan

untuk mengentas kemiskinan di Desa Prayungan, melalui Program tersebut
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Pemerintah Desa Prayungan memberikan pinjaman modal usaha / Kkerja
kepada Pelaku Usaha Ekonomi Desa termasuk di dalamnya adalah pedagang
kecil dan Pengusaha Home Industry. Adapun dana pinjaman tersebut diatas
berasal dari bantuan Pemerintah melalui Program Simpan Pinjam Perempuan
(SPP) yang merupakan bagian dari PNPM-MP dan juga berasal dari dana
BUMDes dan Program Penguatan Usaha Ekonomi Desa. Dan dapat
terealisasi 100 %.

Penguatan Kelembagaan Desa adalah merupakan Program Kegiatan yang
tidak dapat dipisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan Pemerintahan Desa
bertujuan untuk memberikan motivasi baik secara moril maupun materiel
agar supaya para Pengurus Lembaga Desa lebih giat melaksanakan tugasnya
sehingga benar-benar dapat berperan ditengah-tengah masyarakat. Program
Penguatan Kelembagaan Desa tersebut dibiayai dengan dana Pendapatan Asli
Desa beserta dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan tiap
tahun aggaran dan terealisasi 100 %. Adapun Lembaga-Lembaga
Pemerintahan Desa Prayungan dan Lembaga-Lembaga Lainnya yang dapat
di-invetarisasi dan masih berperan secara aktif adalah : Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD), Karang Taruna, Kader Gizi, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM), Petugas Keluarga Berencana Desa (PKBD) dan Sub-PKBD, dan
Kelompok Petugas Pelayanan Terpadu (Yandu).

KEWENANGAN DESA
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1.

Pelaksanaan Kegiatan.

Pemerintah Desa bersama BPD dan dibantu oleh Lembaga Desa Lainnya

melaksanakan tugas pemerintahan desa dalam rangka menertibkan dan

meningkatkan mutu pelayanan terhadap warga masyarakat, antara lain

5 Qe -~ o 2 o T o

Pelayanan terhadap semua administrasasi yang diperlukan oleh masyarakat;
Melaksanakan Pelelangan Tanah Kas Desa dan mengelola hasilnya;
Menjaring, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat;

Membuka Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Membina Organisasi Kemasyarakatan Desa;

Membina dan memberikan motivasi kepada Pelaku Ekonomi Desa;
Membina keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada Petani;

Menyelesaikan perselisihan yang terjadi ditengah masyarakat.

Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dll.
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2. Tingkat Pencapaian.

Table 4

NO JENIS KEGIATAN KETERANGAN
1. | Pelayanan Administrasi Desa Ada -
2. | Pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) Ada -
3. | Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat Ada -
4. | Pencalonan Perangkat Desa & Reorganisasi BPD Ada -
5. | Pembinaan & Penguatan Usaha Ekonomi Desa Ada -
6. | Penguatan Kelembagaan Desa Ada -
7. | Pengelolaan BUMDes Ada -
8. | Pelayanan KesehatanTerpadu (Yandu) Ada -
9. | Keamanan ketenteraman & ketertiban masyarakat Ada -

Berdasarkan Tabel 4 tersebut diatas dapat diterangkan sbb :

a.

Pelayanan Administrasi Desa dilaksanakan setiap hari pada Jam Kerja maupun
diluar Jam Kerja bertujuan untuk melayani masyarakat secara optimal
mengenai administrasi dan pelayanan lain yang diperlukan oleh masyarakat.
Pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) dilaksanakan pada tiap-tiap Tahun
Anggaran Baru bertujuan untuk menggali Sumber Pendapatan Desa dan juga
merupakan Pendapatan Asli Desa selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Desa
dan dimanfa atkan untuk membiayai pembangunan desa baik bangunan pisik
maupun non-pisik.

Menjaring, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dilakukan pada
setiap lapisan dan lingkungan masyarakat dalam rangka mencari masukan-
masukan sejauh mana masyarakat menghendaki pembangunan-pembangunan
di desanya, mengingat bahwa pembangunan desa berasal dari masyarakat dan

untuk masyarakat desa itu sendiri.

Pembinaan dan Penguatan Usaha Ekonomi Desa adalah merupakan kegiatan
Pemerintahan Desa yang dilaksanakan tipa-tiap tahun anggaran dan tiada henti
nya dengan cara memberikan Pinjaman Modal / Pinjaman Lunak kepada para
Pelaku Usaha Ekonomi Desa bertujuan mengentas kemiskinan dan
berwawasan usaha mandiri. Dengan Program tersebut para Pelaku Usaha

Ekonomi Desa terutama Usaha Mikro dan Pengelola Home Industry
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dipandang cukup berhasil mengembangkan dan mempertahankan usaha
mereka yang selebihnya mereka tidak terjebak oleh praktek rentenir.

e. Merupakan salah satu dari tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah
untuk memberdayakan masyarakat desa guna meningkatkan kapasitas
masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian
desa. Pada dewasa ini BUMDes Desa Prayungan cukup berperan di dalam
membangun perekonomian desa melalui unit-unit dengan kegiatan yang

dikembangkan antara lain :

memberikan modal pinjaman kepada pengusaha kecil;

- pengadaan pupuk dan obat-obatan kepada kelompok tani,dan

- ikut andil usaha dengan usaha yang dikelola oleh Karang Taruna yakni
usaha penyewaan tarub dan sound system.

- Penggemukan Kambing.

Pengembangan budi daya jamur tiram

f. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu (Yandu) bertujuan meningkatkan kesehatan
dan pola hidup sehat dengan sasaran anak balita (bawah lima tahun) dan ibu
hamil, kegiatannya dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali pada 3 (tiga) pos
pelayanan terpadu (Posyandu) yang dibantu oleh Bidan Desa.

g. Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat Desa Prayungan relatif
cukup terbina sehingga tidak terdapat kendala yang dapat mengganggu
stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban desa itu sendiri, karena
warga memiliki kesadaran dan wawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang

berlaku secara positif.

3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
a. Kepala Desa memberikan tugas kepada Perangkat Desa Lainnya (dari unsur

Pelaksana Pemerintahan) untuk melayani Administrasi Kependudukan dan
Administrasi lainnya yang diperlukan oleh masyarakat pada jam-jam kerja di
Kantor Desa.

b. Kepala Desa membentuk Panitia Pelelangan Tanah Kas Desa yang anggotanya
terdiri dari Perangkat Desa yang dituangkan di dalam Peraturan Desa tentang
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Panitia Pelalangan Tanah Kas Desa selanjutnya Panitia Pelelangan dimaksud
melaksanakan tugasnya yakni melelang Tanah Kas Desa kepada warga
masyarakat Desa Prayungan sesuai dengan jadwal dan ketentuan-ketentuan
yang dibuat oleh Panitia Pelelangan dan dilaksanakan pada tiap-tiap tahun

anggaran bersangkutan.

Dalam rangka menjaring, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat,
maka Kepala Desa memberikan tugas kepada Fasilitator Desa (FD) dibantu
olen Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT untuk melaksanakan
musyawarah dengan masyarakat bertempat di masing-masing lingkungan
Dusun, RW dan RT bertujuan untuk menggali gagasan tentang Program
Pembangunan Desa yang akan datang selanjutnya dibawa kedalam forum /
rapat desa sehingga dapat dijadikan sebagai hasil keputusan bersama / desa.

Dalam rangka Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya, maka Kepala
Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia
Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa yang anggotanya terdiri dari
Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa tertuang dalam Peraturan Desa

untuk selanjutnya Panitia dimaksud melaksanakan tugasnya.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan oleh Pengurus
BUMDes sebagaimana dimaksud pada Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BAB
IV mengenai Organisasi dan Tata Cara Kepengurusan Pasal 7, hurufa, b & c.

untuk selanjutnya Pengurus dimaksud melaksanakan tugasnysa.

Kepala Desa memberikan tugas kepada Kader Kesehatan dan Kader Gizi
dibantu oleh Bidan Desa untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan dalam
Program Pelayanan Terpadu kepada masyarakat terutama untuk meningkatkan

kesehatan Balita dan Ibu Hamil.

Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban menjadi tanggungjawab bersama
antara Pemerintah Desa dengan masyarkat desa dengan Koordinator Kepala

Satuan Tugas (Kastgas) Linmas.

4. Jumlah Pegawai dan Datanya.

Tabel 5

NO NAMA JABATAN SK. PENGANGKATAN
1. | Drs. IMAM ROFI'l | Kepala Desa 52¢. Tahun 2005. 14-02-2005
2. | SUYITO, SE Sekretaris Desa 823/269/203.412/2015
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3. | SRIRAHAYU Kepala Dusun 05 Tahun 2009. 24 — 12 - 2009

4. | H. ISA ASHARI Kepala Dusun 141/17/409.525/SK/1989. 09-12-1989

5. | ROCHMADIYAH Kepala Dusun 141/16/409.525/SK/1989. 09-12-1989

6. | MUBIN Kaur Pememerintahan | 141/16/409.525/SK/1989. 09-12-1989

7. | SLAMET Kaur Pembangunan 141/19/409.525/SK/1995. 08-05-1995

8. | MUKRI Kaur Kesra Pensiun TMT 1 Juli 2016

9. | SOEDARMOKO, J | Kaur Keuangan Pensiun TMT 1 Maret 2012

10. | SUDIRO Kaur Umum 141/38/409.525/SK/1985.11-11-1985

Berdasarkan Tabel 5 tersebut diatas dapat diterangkan, sbb :

a. Pelayanan Administrasi kepada masyarakat dan urusan Pemerintahan Desa
Prayungan lainnya dapat berjalan dengan lancar, terprogram dan terkendali
Walaupun Perangkat Desa ada lowong 2 dikarenakan Aparat Pemerintah
Desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa saling kerja sama dan saling
membantu dalam melaksanakan tugas secara optimal, baik di dalam
memberikan pelayanan administrasi kepada masyaratakat maupun di dalam
melaksanakan tugas pemerintahan desa lainnya.

b. Aparat Pemerintah Desa Prayungan dalam melaksanakan tugas, senantiasa

berpedoman kepada Undang-Undang Positif agar terhindar dari kekeliruan

yang dapat menyebabkan ketidak wibawaan Pemerintah Desa itu sendiri.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Tabel 6
No URAIAN JUMLAH DANA KEUANGAN (Rp)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. | Penerimaan 660.269.000 | 466.801.200 | 759.828.000 | 747.650.000 | 1.412.363.740 | 1.895.036.735
2. | Pengeluaran Rutin 307.853.000 | 312807.860 | 508.948.000 | 513.297.100 849.622.480 | 1.228.260.235
3. | Pengeluaran Pembangunan | 352.416.000 | 153.993.340 | 250.880.000 | 234.352.900 562.741.260 666.776.500

Berdasarkan Tabel 6 tersebut diatas dapat diterangkan sbb :

Alokasi dana yang disediakan untuk melaksanakan program pembangunan desa

dan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa lainnya selama 6 (enam) tahun dalam

1 (satu) periode atau 1 (satu) kali masa jabatan terhitung mulai tahun 2011

sampai dengan tahun 2016 relatif cukup memadai walaupun masih terdapat

program pembangunan desa dan kegiatan pemerintahan desa lainnya yang dalam

catatan masih belum dapat terealisasi, mengingat bahwa di dalam melaksanakan

program pembangunan desa dan kegiatan-kegiatan pemerintahan desa lainnya
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selama itu menggunakan sekala prioritas dalam mendahulukan terhadap program
pembangunan yang bersifat mendesak dan benar-benar diperlukan oleh

masyarakat.

6. Proses Perencanaan Pembangunan.
a. Kepala Desa memberikan tugas kepada Fasilitator Desa (FD), Pendamping

Desa ( PD) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dibantu oleh Kepala
Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat Desa lainnya mengadakan
musyawarah pada tiap-tiap lingkungan Rukun Tetangga (RT) dalam rangka
menggali gagasan-gagasan mengenai Program Pembangunan Desa baik bersifat
pisik maupun non-pisik atas dasar keinginan dan keperluan masyarkat dalam
lingkungan dimaksud sebagai tahap awal, selanjutnya hasil musyawarah
dibahas dalam rapat atau Musyawarah Desa (Musdes) bertempat di Balai Desa
yang dihadiri semua unsur, yakni Aparat Pemerintah, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh
Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita serta Tokoh Masyarakat Desa
lainnya. Dalam sidang tersebut diadakan scoring dan resume sehingga dapat
diketahui gagasan atau program pembangunan yang mana akan menjadi
prioritas dan segara dapt dilaksanakan pada tahun anggaran yang sedang
berjalan.

b. Berdasarkan Musdes tersebut diatas, Sekretaris Desa menyusun Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dilaporkan kepada Kepala
Desa, Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya
beersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dihadiri pula oleh Tokoh
Masyarakat mengadakan Rapat / Sidang guna membahas Rancangan APBDes
dimaksud, dalam sidang tersebut BPD memberikan tanggapan dan persetujuan
manakala Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dapat
ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

c. Sekurang-kuragnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal

diadakannya sidang pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Desa (RAPBDes), maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan

persetujuan penetapan RAPBDes dimaksud menjadi APBDes yang dituangkan

di dalam Surat Keputusan dan Berita Acara Penetapan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana.

Tabel 7
NO | JENIS SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH KETERANGAN
1. | Kantor Desa dan Balai Desa 1 Baik, layak pakai
2. | Gedung SLTA - Tidak ada
3. | Gedung SLTP 1 Baik, layak pakai
4. | Gedung SD 2 Baik, layak pakai
5. | Gedung TK 2 Baik, layak pakai
6. | Masjid 2 Baik, layak pakai
7. | Musolla 14 Baik, layak pakai
8. | Pasar Desa - Tidak ada
9. | Polindes 1 Baik, layak pakai
10. | Panti PKK 1 Baik, layak pakai
11. | Poskamling 17 Kurang layak
12. | Jembatan Desa atau Lingkungan 12 Baik, layak pakai
13. | Gedung TPQ 2 Baik, layak pakai
14. | Gedung Pertemuan BPD 1 Baik, layak pakai
15. | Lapangan Sepak Bola 1 Baik, layak pakai

Berdasaarkan Tabel 7 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Prayungan relatif cukup lengkap dan

memadai sehingga hal tersebut dapat mendukung dan memperlancar urusan

Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

urusan

pelayanan administrasi desa, pendidikan, ibadah, kesehatan, kegiatan PKK,

keamanan dan ketertiban, sarana transportasi, belajar ilmu agama bagi anak-anak

serta penyediaan tempat musyawarah bagi BPD yang cukup efektif dan nyaman.

8. Permasalahan dan Penyelesaian.

a.

Desa Prayungan tidak memilki Gedung SLTA, akan tetapi tidak menjadikan kendala

bagi warga masyarakat Desa Prayungan untuk melanjutkan pendidikan formal setaraf

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), karena dapat masuk atau melanjutkan di
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SLTA ataupun di Lembaga Pendidikan yang terdekat.
Desa Prayugan tidak memiliki Pasar Desa, akan tetapi tidak menjadikan kendala bagi
warga masyarakat Desa Prayungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena

dapat berbelanja di toko-toko yang banyak terdapat di Desa Prayungan sendiri.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
1. Pelaksanaan Kegiatan.

a.
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aa.
bb.
cc.
dd.
ee.

b
c
d
e.
f
9
h

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil / Menengah;
Bidang Penanaman Modal,

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Bidang Kesehatan:

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

Bidang Sosial;

Bidang Penataan Ruang;

Bidang Pemukiman / Perumahan;

Bidang Pekerjaan Umum;

Bidang Perhubungan;

Bidang Lingkungan Hidup;

Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
Bidang Otonomi Desa;

Bidang Perimbangan Keuangan;

Bidang Tugas Pembantuan;

Bidang Pariwisata;

Bidang Pertanahan;

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
Bidang Perencanaan;

Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi;
Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
Bidang Pemuda Dan Olah Raga;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Bidang Statistic, dan

Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Pemerintah Desa Prayungan belum dapat melaksanakan program kegiatan
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sebagaimana dimaksud dalam Bidang-bidang tersebut diatas, karena belum
diterbitkan Peraturan-Peraturan yang mengatur mengenai Penyerahan Tugas dan
Wewenang kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam bidang-bidang tersebut diatas.

2. Realisasi Program dan Kegiatan.
a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

b
c
d
e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil / Menengah;
f. Bidang Penanaman Modal,

g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

h. Bidang Kesehatan:

I. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

j. Bidang Sosial;

)

Bidang Penataan Ruang;

I. Bidang Pemukiman / Perumahan;

Bidang Pekerjaan Umum;

Bidang Perhubungan;

Bidang Lingkungan Hidup;

Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
Bidang Otonomi Desa;
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Bidang Perimbangan Keuangan;

v

Bidang Tugas Pembantuan;

~+

Bidang Pariwisata;

Bidang Pertanahan;

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
Bidang Perencanaan;

Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi;

N < X T < g

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
aa. Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;

bb. Bidang Pemuda Dan Olah Raga;

cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

dd. Bidang Statistic, dan

ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Pemerintah Desa Prayungan belum dapat merealisasi program kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Bidang-bidang tersebut diatas, karena belum
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diterbitkan Peraturan-Peraturan yang mengatur mengenai Penyerahan Tugas dan

Wewenang kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

sebagaimana dimaksud diatas. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam bidang-bidang tersebut diatas belum dapat direalisasi

3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

a.
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aa.
bb.
cc.
dd.
ee.

b
c
d
e.
f
g9
h

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil / Menengah;
Bidang Penanaman Modal,

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Bidang Kesehatan:

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

Bidang Sosial;

Bidang Penataan Ruang;

Bidang Pemukiman / Perumahan;

Bidang Pekerjaan Umum;

Bidang Perhubungan;

Bidang Lingkungan Hidup;

Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
Bidang Otonomi Desa;

Bidang Perimbangan Keuangan;

Bidang Tugas Pembantuan;

Bidang Pariwisata;

Bidang Pertanahan;

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
Bidang Perencanaan;

Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi;
Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
Bidang Pemuda Dan Olah Raga;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Bidang Statistic, dan

Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Pemerintah Desa Prayungan belum dapat melaksanakan program kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Bidang-bidang tersebut diatas, karena belum
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diterbitkan Peraturan-Peraturan yang mengatur mengenai Penyerahan Tugas dan
Wewenang kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
sebagaimana dimaksud diatas. Oleh sebab itu Pemerintah Desa Prayungan tidak

membentuk Satuan Pelaksana Kegiatan Desa..

4. Data Perangkat Desa.

a. Nihil.
b. Nihil.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
a. Nihil.
b. Nihil.

6. Permasalahan dan Penyelesaian.
a. Nihil.
b. Nihil.

BAB IV. TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum.
a. Nihil.
b. Nihil.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
a. Nihil.
b. Nihil.

3. Pelaksanaan Kegiatan.
a. Nihil.
b. Nihil.

4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan.
a. Nihil.
b. Nihil.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan.
a. Nihil.
b. Nihil.

6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa.
a. Nihil.
b. Nihil.

7. Sarana dan Prasarana.
a.
b.

8. Permasalahan dan Penyelesaian.
a.
b.



B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum.
a. Nihil.
b. Nihil.

2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembentukan.
a. Nihil.
b. Nihil.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
a. Nihil.
b. Nihil.

4. Sarana dan Prasarana.
a. Nihil.
b. Nihil.

BABV. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desayang diajak kerjasama.
a. Nihil.
b. Nihil.

2. Dasar Hukum.
a. Nihil.
b. Nihil.

3. Bidang Kerjasama.
a. Nihil.
b. Nihil.

4. Nama Kegiatan.
a. Nihil.
b. Nihil.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
a. Nihil.
b. Nihil.

6. Data Perangkat Desa.
a. Nihil,
b. Nihil.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran.
a. Nihil,
b. Nihil.

8. Jangka Waktu Kerjasama.
a. Nihil,
b. Nihil.



9. Hasil Kerjasama.
a. Nihil.

b. Nihil.

10 Permasalahan dan Penyelesain.
a. Nihil.
b. Nihil.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitrayang Diajak Kerjasama.
a. Nihil.
b. Nihil.

2. Dasar Hukum.
a. Nihil.
b. Nihil.

3. Bidang Kerjasama.
a. Nihil.
b. Nihil.

4. Nama Kegiatan.
a. Nihil.
b. Nihil.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
a. Nihil.
b. Nihil.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran.
a. Nihil.
b. Nihil.

7. Jangka Waktu Kerjasama.
a. Nihil.
b. Nihil.

8. Hasil Kerjasama.
a. Nihil.
b. Nihil.

9. Permasalahan dan Penyelesaian.
a. Nihil.
b. Nihil.

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa.
a. Nihil.
b. Nihil.



2. Penyelesaian yang dilakukan.
a.
b.

3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desda.
a.
b.

4. Data Perangkat Desa.
a.
b.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan Penggulangannya.
a. Nihil.
b. Nihil.

2. Status Bencana.
a. Nihil.
b. Nihil.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
a. Nihil.
b. Nihil.

4. Antisipasi Desa.
a. Nihil.
b. Nihil.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
a. Nihil.
b. Nihil.

6. Kelembagaan yang dibentuk.
a. Nihil.
b. Nihil.

7. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi.
a. Nihil.
b. Nihil.

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
a. Nihil.
b. Nihil.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
a. Nihil,
b. Nihil.

3. Penanggulangan dan Kendalanya.
a. Nihil,
b. Nihil.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan.
a. Nihil,
b. Nihil.



BAB VI.
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5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

a. Nihil.
b. Nihil.

6. Data Perangkat Desa.
a. Nihil.
b. Nihil.

7. Sarana dan Prasarana.
a. Nihil.
b. Nihil.

8. Permasalahan dan Penyelesaian.
a. Nihil.
b. Nihil.

PENUTUP

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Prayungan
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Merupakan bagian dan isi pokok di dalam
Pelaporan ini adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kegiatan
Pembangunan Desa Prayungan yang telah kami laksanakan bersama seluruh warga
masyarakat Desa Prayungan selama 6 (enam) tahun atau selama 1 (satu) periode atau dalam
1 (satu) kali masa jabatan terhitung mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Adapun
pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Desa dimaksud kami laksanakan berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang dijabarkan melalui
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP — Desa) Tahunan dan dituangkan pula dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adalah merupakan hal yang wajar
apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Program Kegiatan
Pembangunan tersebut, itupun tidak disengaja hanya semata-mata bahwa tersedinya dana
untuk memfasilitasi semua program kegiatan pembangunan dimaksud masih terbatas.
Kamipun berharap bahwa di kemudian hari kegiatan pembangunan desa Prayungan masih
akan terus berlanjut sehingga cita-cita semua warga masyarakat Desa Prayungan akan

tercapai yakni hidup aman, tenteram, damai dan makmur serta sejahtera.
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Akhir kata, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kami di dalam melaksanakan
tugas-tugas selaku Kepala Desa Prayungan mulai awal sampai dengan akhir masa jabatan
selama 1 periode 2011 - 2016

Prayungan, 21 Oktober 2016

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. IMAM ROFI'I




